BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum
dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur dalam Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan
Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan
Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
Berat terbukti belum mampu menangani kasus-kasus pelanggaran HAM
berat di masa lalu secara keseluruhan. Maka dibentuklah Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berfokus pada
pencapaian rekonsiliasi dengan memberikan rekomendasi pada
pemerintah.

Dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-1V/2006 tentang Penghapusan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi menimbulkan dampak yaitu kekosongan
pada hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di
masa lalu. Hal ini juga menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak-hak

bagi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemberlakuan putusan



Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam melakukan tugas dan tujuan
awal pembentukan lembaga ini. Dampak lain terlihat pada hilangnya

harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan

adalah:

1.

Tindak lanjut atau langkah hukum yang pasti terkait kasus-kasus
pelanggaran HAM berat khususnya di masa lalu harus segera
dilaksanakan agar tidak berujung menjadi sejarah kelam bagi negara
Indonesia. Rumusan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus
dikaji kembali agar negara dapat melaksanakan kewajibannya dan
masyarakat dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara.
Pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia
dapat dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, pengungkapan fakta atas
peristiwa-peristiva HAM berat terkait melalui proses hukum yang
menjamin dan lebih baik.

Pembahasan mengenai pembentukan Rancangan Undang Undang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang telah menjadi salah satu
topik dalam Sidang Tahunan MPR pada tahun 2022 merupakan langkah
tepat yang diambil oleh Pemerintah, terlebih jika selanjutnya pembahasan

terkait hal ini diadakan secara transparan yaitu bisa dengan melibatkan



masyarakat dan aktivis-aktivis HAM dalam pembahasannya agar regulasi

yang berpihak kepada hak asasi manusia dapat terwujud.
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